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Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh 

lautan luas, sehingga disebut juga sebagai negara maritim. 

Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia 

memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466 yang sudah diidentifikasi, 

luas daratan 1.922.570 km2, dan luas perairan 3.257.483 km2. Selain 

itu, Indonesia pun memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di 

dunia (setelah Kanada), dengan panjang 99.093 kilometer.1 Luas 

perairan atau laut dan garis pantai Indonesia tersebut 

menggambarkan betapa besarnya potensi sektor kelautan Indonesia. 

Dengan kata lain, sumber daya alam laut Indonesia sangatlah kaya.  

Sebagai sebuah negara, Indonesia mempunyai kedaulatan 

atas wilayah negaranya, di darat, udara, maupun laut dalam batas 

teritorialnya. Kedaulatan tersebut meliputi seluruh wilayah daratan 

atau kepulauan, perairan kepulauan, serta ruang udara yang berada 

di atasnya, termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya.  

Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak 

berdaulat untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi atas 

kekayaan sumber daya alam di lautnya.  Salah satu kekayaan sumber 

daya alam di laut Indonesia yang potensinya sangat besar adalah  

perikanan. 

                                                           
1 “Badan Informasi Geospasial”, http://www.bakosurtanal.go.id/berita-
surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat, 
diunduh 20 September 2016. 
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Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di bidang 

perikanan tersebut memerlukan aturan-aturan yang mendasarinya. 

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Kelautan. Khusus mengenai pengelolaan sumber 

daya perikanan, sudah ada aturannya pula yaitu Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian mengalami 

perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, 

ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menjadi 

dasar acuan wilayah kedaulatan Indonesia dan perairan Zona 

Ekonomi Ekslusif (ZEE). Melalui Undang-Undang tersebut dan 

undang-undang lainnya yang terkait, diharapkan dapat 

mengoptimalkan pengelolaan, pengawasan, dan peningkatan sistem  

penegakan  hukum tindak pidana di bidang perikanan. 

 Dalam praktiknya, besarnya potensi sumber daya kelautan 

dan perikanan Indonesia belum dapat dimanfaatkan maupun 

dikembangkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena 

beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain tindak pidana 

perikanan (TPP). TPP ini merupakan salah satu permasalahan di 

sektor kelautan yang sangat merugikan bangsa Indonesia, sehingga 

mendesak untuk  ditangani. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan 

kajian lebih dahulu terhadap beberapa permasalahan terkait dengan 

TPP seperti: 1) Legalitas kewenangan penyidikan TPP yang dimiliki 

oleh Polri, TNI AL, dan KKP; 2) Pelaksanaan kewenangan penyidikan 

TPP yang dimiliki bersama oleh Polri, TNI, dan KKP; 3) Implementasi 

kewenangan pengadilan perikanan; 4) Langkah-langkah peningkatan 
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penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang perikanan pada 

Pengadilan Perikanan; 5) Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 

terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing); 6) 

Dampak upaya pemerintah untuk memberantas illegal fishing 

terhadap industri pengolahan ikan; dan 7) Pengaturan dan 

pelaksanan penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan 

tindak pidana di bidang perikanan. Beberapa kajian tersebut 

dihimpun dalam bentuk buku bunga rampai ini. 

 Bunga Rampai Buku yang berjudul “Penegakan Hukum 

Tindak Pidana di Bidang Perikanan” merupakan kumpulan karya 

tulis ilmiah yang ditulis oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat 

Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sumber penulisan berasal dari 

hasil penelitian mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana di Bidang Perikanan”, yang dilakukan di Provinsi Kepulauan 

Riau dan Sulawesi Utara, pada tahun 2015.   

 Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dari data 

yang empiris (primer) maupun kepustakaan (sekunder).  Data 

empiris diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku 

kepentingan, seperti nelayan, hakim TPP, penyidik KKP, penyidik 

Polisi Air,  penyidik TNI AL, jajaran manajer di perusahaan 

pengolahan ikan, dan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain 

itu, data penelitian juga diperoleh dari penelusuran data sekunder 

atau studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini dilakukan 

penelusuran data yang berasal dari peraturan-peraturan dan 

literatur terkait TPP, maupun data pendukung lainnya. 

 Tulisan pertama dalam buku ini yang berjudul “Penyidikan 

Tindak Pidana di Bidang Perikanan oleh Polri, TNI AL, dan KKP,” 
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ditulis oleh Marfuatul Latifah. Tulisan ini menguraikan tentang 

kewenangan penyidikan oleh Polri, KKP, dan TNI AL yang dapat 

dilakukan secara bersamaan, namun objek penyidikannya berbeda 

karena dibatasi oleh perbedaan batasan wilayah laut.  

 Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat batasan 

wilayah laut yang beririsan di antara kewenangan tiga institusi 

tersebut. Polri dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di 

wilayah laut teritorial dan TNI AL dengan KKP menjalankan 

kewenangan penyidikan di wilayah laut ZEE. Adanya kewenangan 

penyidikan di tiga institusi tersebut sah secara hukum apabila 

pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan aspek-aspek keabsahan 

tindakan pemerintahan. Aspek-aspek dimaksud adalah tidak 

bertentangan dengan ketentuan undang-undang; dijalankan sesuai 

dengan batasan yang diberikan undang-undang; dan hanya 

menjalankan wewenang yang diatur dalam undang-undang terkait.  

Kewenangan penyidikan oleh Polri, TNI AL, dan KKP dalam 

praktik berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan. Oleh karena 

itu, untuk menekan potensi sengketa tersebut dibutuhkan koordinasi 

antar institusi terkait. Pada saat ini telah dibentuk dua jalur 

koordinasi yaitu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana 

Perikanan (FKPTPP) berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan 

Tindak Pidana di bidang Perikanan dan Satgas Illegal Fishing yang 

dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015. Koordinasi yang 

dijalin melalui kedua jalur koordinasi tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah penyelesaian penyidikan TPP. Namun 

demikian, dari sisi pengaturannya, terkait kewenangan penyidikan di 
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tiga institusi tersebut tetap dibutuhkan aturan yang jelas mengenai 

batas-batas kewenangan dan mekanisme pelaksanaannya dalam 

perubahan UU Perikanan.  

 Tulisan kedua ditulis oleh Prianter Jaya Hairi yang berjudul 

“Implementasi Kewenangan Pengadilan Perikanan dalam Penegakan 

Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan.” Tulisan ini berangkat dari 

permasalahan kerugian negara yang begitu besar setiap tahunnya 

akibat maraknya tindak pidana perikanan, terutama akibat praktik 

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Upaya 

penegakan hukum telah dilakukan, antara lain dengan dibentuknya 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan 

pembentukan 10 Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. 

Pembahasan dalam kajian ini diantaranya mengungkap bahwa secara 

umum implementasi kewenangan Pengadilan Perikanan belumlah 

optimal. Jarak tempuh yang jauh antara Pengadilan Perikanan yang 

ada dengan lokasi penangkapan pelaku tindak pidana perikanan 

berimplikasi pada disidangnya kasus-kasus perikanan di berbagai 

Pengadilan Negeri. Sidang kasus perikanan di Pengadilan Negeri 

memiliki kekurangan antara lain minimnya hakim karir yang telah 

bersertifikat hukum perikanan, serta tidak adanya hakim Ad Hoc 

perikanan yang ikut mengadili.  Peningkatan hakim spesialis bidang 

perikanan baik dari sisi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan 

untuk menjaga kualitas putusan kasus-kasus perikanan. 

 Tulisan ketiga ditulis oleh Novianti yang berjudul 

“Implementasi Ketentuan United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS) 1982 terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan 
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(Illegal Fishing).” Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini 

adalah mengenai implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait 

dengan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing). 

Permasalahan tersebut diangkat mengingat kegiatan illegal fishing 

saat ini semakin meningkat, sehingga kerugian negara akibat 

penangkapan ikan secara ilegal tersebut sangatlah besar.   

 Secara garis besar UNCLOS 1982 membedakan wilayah laut 

menjadi dua kategori, yaitu wilayah laut yang berada di bawah 

kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki 

yurisdiksi. Pengaturan illegal fishing terkait dengan wilayah 

kedaulatan berdasarkan UNCLOS 1982, yaitu laut teritorial, perairan 

pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut 

perairan, Indonesia berwenang menetapkan hukum demi menjaga 

kedaulatannya. Di sisi lain, pada ZEEI, Indonesia hanya dapat 

memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta 

reasonable bond (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing yang 

melakukan perbuatan illegal fishing.   

 Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak 

pidana di bidang perikanan (illegal fishing), dijabarkan dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan-

peraturan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran,  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 

tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan  Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur 
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dengan tegas pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau 

penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah 

perairan Indonesia.  

 Tulisan ke empat ditulis oleh Dian Cahyaningrum yang 

berjudul “Dampak Pemberantasan Illegal Fishing terhadap Industri 

Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.” 

Tulisan ini membawa pembaca melihat gambaran suatu dilema 

dalam pemberantasan illegal fishing yang berdampak pada pasokan 

ikan bagi industri pengolahan ikan.  

 Kekayaan sumber daya perikanan di Provinsi Kepulauan Riau 

dan Sulawesi Utara berlimpah sehingga dapat mendukung 

ketersediaan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan ikan. Di 

sisi lain, untuk menjaga kekayaan sumber daya perikanan tersebut, 

pemerintah berupaya untuk memberantas illegal fishing, yaitu 

dengan melarang transhipment, moratorium izin eks-kapal ikan 

asing, penjatuhan sanksi bagi pelaku illegal fishing, dan 

penenggelaman kapal.  

 Di Provinsi Sulawesi Utara, upaya pemerintah untuk 

memberantas illegal fishing tersebut justru mengakibatkan industri 

pengolahan ikan kekurangan pasokan bahan baku ikan. Hal ini 

berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya 

pemerintah untuk memberantas illegal fishing tidak membawa 

dampak pada industri pengolahan ikan, namun berdampak pada 

usaha penangkapan ikan. Penyebabnya adalah industri pengolahan 

ikan di Provinsi Kepulauan Riau masih bersifat sederhana (belum 

pabrikan) sehingga pasokan bahan baku ikan yang diperlukan tidak 
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sebesar yang dibutuhkan industri pengolahan ikan yang ada di 

Provinsi Sulawesi Utara yang bersifat pabrikan.  

 Mengingat dampak yang ditimbulkan pada industri 

pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dilakukan 

evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah untuk 

memberantas illegal fishing tersebut. Untuk pengembangan industri 

pengolahan ikan, perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat 

agar dapat mengolah sumber daya perikanan dengan baik dan 

pembangunan infrastruktur yang mendukung industri pengolahan 

ikan tersebut. 

 Tulisan kelima atau yang terakhir, berjudul “Operasionalisasi 

Sanksi Penenggelaman Kapal Ikan Asing Pencuri Ikan di Perairan 

Indonesia,” ditulis oleh Puteri Hikmawati. Tulisan ini menguraikan 

mengenai permasalahan potensi sumber daya perikanan Indonesia 

yang besar, namun sering dijadikan sasaran kapal perikanan yang 

berbendera asing (KIA) untuk menangkap ikan secara illegal. 

Tindakan pelanggaran tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan 

konservasi sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa 

negara dan pendapatan nelayan lokal, serta merugikan kepentingan 

nasional. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan 

tindakan penenggelaman KIA dan pelaksanaannya. 

 Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 

No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terhadap KIA tersebut dapat 

dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau 

penenggelaman kapal. Hasil kajian menunjukkan undang-undang 

yang ada tersebut belum mengatur secara lengkap prosedur 

penenggelaman KIA. Hal ini menyebabkan  dalam pelaksanaannya, 
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PPNS dan/atau pengawas perikanan mengacu pada Peraturan Dirjen 

Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-

DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan 

Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Peraturan 

Dirjen tersebut memuat persyaratan yang sifatnya ketat dan 

penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dengan banyak 

pertimbangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam 

penutup, dikatakan bahwa mengingat tindakan penenggelaman kapal 

menimbulkan implikasi yang luas, maka persyaratan dan prosedur 

seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan 

menteri. 

 Apa yang telah diuraikan dalam lima tulisan di atas telah 

menggambarkan mengenai permasalahan TPP yang relatif lengkap. 

Dengan demikian pembaca diharapkan dapat memahami TPP yang 

terkait dengan berbagai aspek, antara lain aspek hukum, aspek sosial, 

aspek ekonomi, dan aspek politik. Selain itu, masalah yang dikaji 

sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yang mengalami 

kerugian sangat besar akibat tingginya tingkat TPP yang terjadi. Oleh 

karena itu, tulisan yang merupakan hasil penelitian ini, selain 

menambah khasanah penulisan buku di Indonesia, temuan penelitian 

yang dituangkan juga dapat menjadi masukan dalam mengatasi 

berbagai permasalahan yang terkait TPP di Indonesia. 
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hukuman badan jika tidak ada perjanjian dengan negara yang 
bersangkutan.27  

Aipda Sandi menyarankan bahwa sebaiknya dalam 
perumusan sanksi pidana diberikan minimum khusus dan 
maksimum umum agar efek jera yang dimaksudkan dalam 
perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam UU dapat dicapai. 
Selain itu, adanya minimum khusus dan maksimum umum dalam 
ancaman pidana bertujuan agar jaksa penuntut umum tidak 
melakukan penuntutan kurang dari hukuman minimal, begitu juga 
dengan hakim dalam memberi putusannya.28   

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 sanksi administrasi diatur 
dalam Pasal 41 ayat (4), diberikan kepada “setiap orang yang 
memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau 
kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan 
tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan 
lainnya yang ditunjuk dikenai sanksi administrasi berupa peringatan, 
pembekuan izin, atau pencabutan izin.” 

Sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran KIA 
sebagaimana diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 belum 
menimbulkan efek jera dan tidak efektif. Pendapat ini disampaikan 
oleh Komandan Lantamal Tanjung Pinang, dengan memberi contoh 
kapal ikan asing yang melakukan penangkapan di ZEEI dengan 
menggunakan ABK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 35 A ayat (3) UU No.45 Tahun 2009 yakni 

                                                             
27  Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI 

mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, 25 Maret 
2015. 

28  Aipda Sandi, op.cit. 
23 

 

sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau 
pencabutan izin tidak efektif dikarenakan KIA yang melakukan 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 
tidak dilengkapi dokumen dan tidak ada agen di Indonesia.29  

Pendapat senada disampaikan oleh Aipda Sandi dan 
memberikan masukan sebaiknya dalam UU Perikanan dirumuskan 
ancaman sanksi administrasi secara tegas berupa teguran secara 
tertulis.  Apabila perbuatan tersebut terulang kembali, terhadap 
pelaku orang perorangan maupun perusahaan dapat dikenakan 
sanksi pembekuan izin dan penutupan perusahaan. Dengan 
demikian, perusahaan maupun perorangan akan berpikir kembali 
untuk melakukan pengulangan pelanggaran terhadap aturan yang 
ada.30  

Menurut Hary Palar, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bitung, 
sanksi administratif belum dapat dilaksanakan dengan optimal 
karena tersangka hanyalah nelayan kecil, buruh yang secara 
ekonomis tidak memiliki kemampuan. Sanksi biasanya dikenakan 
terhadap nelayan dan nakhoda, kalau menurut UNCLOS 1982 
pelaku WNA tidak ditahan.31  

 
Dalam pelaksanaan terkait sanksi administratif yang berupa 

pencabutan izin kapal, ada kendala berupa minimnya infrastruktur 
perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini mengakibatkan 
                                                             
29  Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR 

RI mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, 25 
Maret 2015. 

30  Aipda Sandi, op.cit. 
31  Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR 

RI mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, 14 
April 2015. 
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aparat tidak mampu menjangkau maupun melakukan pencegahan 
sejak dini terkait dengan “tipu muslihat” terhadap administratif 
perikanan. Bahkan terhadap hal tersebut, korporasi dalam beberapa 
kasus melakukan penyuapan terhadap aparatur administrasi 
perizinan melalui penduduk lokal setempat.32  

 

IV.  Penenggelaman KIA yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI  

A. Pengaturan Sanksi Penenggelaman Kapal 

Menurut UU, ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing 
yang dilakukan oleh Pemerintah RI:  
1.  Penenggelaman Kapal melalui Putusan Pengadilan  

Penyidik dan/atau pengawas yang menangkap KIA membawa 
kapal dan ABK ke darat. Di darat dimana ada pengadilan perikanan 
akan dilaksanakan proses hukum. Setelah disidang dan divonis 
bersalah, dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kapal-
kapal tersebut akan disita. Bila kapal disita maka tergantung pada 
jaksa eksekutor, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan. Bila 
kapal dimusnahkan, maka salah satu cara adalah diledakkan dan 
ditenggelamkan.  
2.  Tertangkap tangan   

Cara kedua didasarkan pada Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009. 
Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan 
penegakan hukum di bidang perikanan dalam WPPRI. Kapal pengawas 
perikanan tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api. Kapal 
pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan 
menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran 
                                                             
32  Wishnu Kurniawan, FGD di Universitas Internasional Batam, 27 Maret 2015, 

op.cit. 
25 

 

di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke 
pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.  

Dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas 
perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat melakukan 
tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal 
perikanan yang berbendera asing (KIA) yang diduga telah melakukan 
tindak pidana dalam WPPRI (Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009. 
Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU tersebut menyatakan “yang dimaksud 
dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk 
menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal 
perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera 
asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap ikan 
ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.” 

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman 
dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek 
jera kepada pelaku illegal fishing yang menggunakan KIA agar tidak 
melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di WPPRI. KIA tersebut 
merupakan salah satu barang bukti karena telah digunakan oleh 
tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan.  

Terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pembuktian pada 
tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan.33 Hal ini sesuai 
dengan Pasal 39 ayat (1) huruf ii KUHAP yaitu “Yang dapat 
dikenakan penyitaan adalah benda yang dipergunakan secara 
langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan tindak 
pidana”. 
                                                             
33  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan 

dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 275. 
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Dengan demikian, penyitaan terhadap KIA dapat dibenarkan 
karena merupakan alat bukti yang telah digunakan tersangka untuk 
melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan KIA yang 
melakukan penangkapan ikan tanpa izin di WPPRI merupakan 
ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia. 

UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia memiliki hak 
berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, 
konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas 
yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar 
internasional yang berlaku. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, 
eksploitasi, konservasi pengelolaan sumber daya alam, Indonesia 
diberi kewenangan khusus pula sesuai dengan ketentuan 
internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, 
yang intinya adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa 
hal,34 antara lain: 

a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, 
konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam 
didasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di 
atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk 
tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti 
produksi energi dari air, arus dan angina); 

b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, 
atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset 
ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut. 

c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan 
dalam konvensi. 

                                                             
34  Pasili, “Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan Illegal Fishing di 

ZEEI”, hlm. 4. 
27 

 

Oleh karena itu, tindakan Terhadap KIA tersebut dilakukan 
penenggelaman kapal patut didukung. Hikmahanto mengemukakan 
terdapat lima alasan kebijakan penenggelaman Kapal Ikan Asing 
layak didukung:  
1.   Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan 

warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal 
nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak 
memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal 
itu dianggap tindakan kriminal, artinya kapal yang 
ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan 
dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan 
bersalah.  

2.  Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan 
hak berdaulat Indonesia (ZEE).  

3.  Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum 
yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, sebelum 
tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

4.    Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan 
tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian 
yang dialami Indonesia akan lebih besar.  

5.  Proses penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari 
para awak kapal.35  

                                                             
35  Faried Harianto, “Dinamika Hukum Di laut Dalam Perspektif Hukum Acara 

Pidana”, Workshop Penegakan Hukum di Laut, Surabaya, 28 Januari 2015. Lihat 
juga “Hikmahanto: Penenggelaman Kapal Tak Akan Perburuk Hubungan 
Antarnegara”, 
http://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/1118020/Hikmahanto.Penengg
elaman.Kapal.Tak.Akan.Perburuk.Hubungan.Antarnegara, diakses pada 15 
Januari 2016. 
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34  Pasili, “Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan Illegal Fishing di 

ZEEI”, hlm. 4. 
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Oleh karena itu, tindakan Terhadap KIA tersebut dilakukan 
penenggelaman kapal patut didukung. Hikmahanto mengemukakan 
terdapat lima alasan kebijakan penenggelaman Kapal Ikan Asing 
layak didukung:  
1.   Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan 

warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal 
nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak 
memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal 
itu dianggap tindakan kriminal, artinya kapal yang 
ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan 
dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan 
bersalah.  

2.  Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan 
hak berdaulat Indonesia (ZEE).  

3.  Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum 
yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, sebelum 
tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

4.    Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan 
tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian 
yang dialami Indonesia akan lebih besar.  

5.  Proses penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari 
para awak kapal.35  

                                                             
35  Faried Harianto, “Dinamika Hukum Di laut Dalam Perspektif Hukum Acara 

Pidana”, Workshop Penegakan Hukum di Laut, Surabaya, 28 Januari 2015. Lihat 
juga “Hikmahanto: Penenggelaman Kapal Tak Akan Perburuk Hubungan 
Antarnegara”, 
http://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/1118020/Hikmahanto.Penengg
elaman.Kapal.Tak.Akan.Perburuk.Hubungan.Antarnegara, diakses pada 15 
Januari 2016. 
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Tindakan penenggelaman kapal dalam UU No. 45 Tahun 2009 
dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan 
dan efek jera. Namun, efektivitas sanksi akan sangat dipengaruhi oleh 
banyak faktor, di antaranya perumusan kaidah hukumnya. 

 
B. Pelaksanaan Sanksi Penenggelaman Kapal 

Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan 
serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya 
ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum 
internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. 
Menurut UU, sanksi penenggelaman kapal ikan berbendera asing 
dilakukan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan hanya 
didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun demikian, 
Pasal 76 A UU No. 45 Tahun 2009 mengatur bahwa terhadap 
pemusnahan kapal dapat dilakukan setelah mendapatkan 
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.  

Penyidik Kepolisian Perairan Kepulauan Riau menyatakan 
dukungannya atas pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal. Namun 
demikian, sebaiknya pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal 
dilakukan setelah perkara tersebut mendapatkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan tetap (inkracht). Hal tersebut guna 
menghindari gugatan di kemudian hari.36 Hal senada disampaikan 
oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, bahwa sanksi penenggelaman 
kapal berbenturan dengan asas hukum (Pasal 76A dengan Pasal 104 

                                                             
36  Aipda Sandi, op.cit. 
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ayat (1) dan (2)), seharusnya penenggelaman kapal dilakukan 
setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).37  

Sanksi penenggelaman kapal yang diatur dalam UU No. 45 
Tahun 2009, dapat mengurangi pelaku tindak pidana perikanan yang 
dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing. Pelaksanaan 
pemusnahan terhadap barang buktinya dilakukan dengan terlebih 
dahulu mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri (Pasal 
76A UU No. 45 Tahun 2009).38 Namun demikian, menurut Kasi 
Pidum Kejaksaan Negeri Bitung, Hary Palar, sanksi ini agak sulit 
dilaksanakan oleh Kejaksaan mengingat biaya eksekusi dan lokasi 
untuk penenggelaman.39  

Sanksi penenggelaman kapal belum pernah 
diimplementasikan di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang. 
Mayoritas kapal tangkapan dilelang. Hibah pernah dilakukan kepada 
Himpunan Nelayan. Para hakim menyatakan bahwa secara teknis 
pelaksanaan putusan yang menyangkut pemusnahan barang bukti, 
sebaiknya disebutkan secara eksplisit di dalam Amar Putusan.40  

 Adapun data mengenai jumlah penenggelaman kapal dari 
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah 
sebagai berikut. 
 
 

                                                             
37  Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum mengenai “Penegakan 

Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, tanggal 14 April 2015. 
38  Komandan Lantamal, 25 Maret 2015, op.cit. 
39  Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum mengenai “Penegakan 

Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, tanggal 14 April 2015. 
40  Ery Usman (hakim karier) dan Syafri Yulis (hakim ad hoc), Pengadilan Perikanan 

Tanjung Pinang Kepri, 24 Maret 2015. 
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37  Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum mengenai “Penegakan 

Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, tanggal 14 April 2015. 
38  Komandan Lantamal, 25 Maret 2015, op.cit. 
39  Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum mengenai “Penegakan 

Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, tanggal 14 April 2015. 
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No. 
 

Tahun Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan 

1 2007 1 kapal 
2 2008 -- 
3 2009 32 kapal 
4 2010 3 kapal 
5 2011 1 kapal 
6 2012 1 kapal 

Sumber: FGD, UIB, 27 Maret 2015 
 

Yang perlu diperhatikan dalam proses penenggelaman kapal, 
adalah ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) dan 76 A UU No. 45 Tahun 
2009 tidak menyebutkan tolok ukur berkaitan dengan persetujuan 
yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri mengacu pada hal–hal 
apa, terkait dengan apakah kapal tersebut dihancurkan ataukah 
dilakukan penahanan untuk selanjutnya dilelang atau bahkan 
dihibahkan kepada penduduk terdekat setempat di wilayah domisili 
terjadinya tindak pidana perikanan tersebut. Hal ini akan 
menimbulkan keraguan seorang hakim dalam menetapkan 
persetujuan atas dilakukannya pemusnahan kapal. Untuk itu 
dibutuhkan petunjuk mengenai ukuran bagi seorang ketua 
pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan pemusnahan 
kapal, sehingga asas kepastian dapat menjadi pegangan dan hakim 
memiliki keyakinan dalam memberikan persetujuan.41 
 Petunjuk bagi hakim tersebut seharusnya diatur dalam UU.  
Dalam praktek selama ini, hanya ada acuan bagi PPNS dan/atau 
Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus terhadap 
                                                             
41  Wishnu Kurniawan, FGD di Universitas Internasional Batam, 27 Maret 2015. 

31 
 

KIA, yaitu berupa Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal 
Perikanan Berbendera Asing (Peraturan No. 11/Per-
DJPSDKP/2014).42 Tujuan dibuatnya Petunjuk Teknis ini adalah 
untuk penyeragaman pola pikir dan pola tindak bagi PPNS Perikanan 
dan/atau Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus 
berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal 
perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran di WPPRI. 
 Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan 
dilakukan tindakan khusus tersebut, yaitu syarat subyektif dan/atau 
syarat obyektif.  Syarat subyektif diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan 
No. 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi: 

a. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing 
melakukan perlawanan dan/atau manuver yang 
membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak 
kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan 
menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke 
pelabuhan terdekat; 

b. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk 
menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan 
terdekat; dan/atau 

c. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat 
yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka 
dan kapal pengawas perikanan. 

                                                             
42  file:///C:/Users/VAIO?Documents/Pelaksanaan%20Tindakan%20Khusus 

%20thd%20Kapal.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2016. 
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42  file:///C:/Users/VAIO?Documents/Pelaksanaan%20Tindakan%20Khusus 

%20thd%20Kapal.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2016. 
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Syarat obyektif terdiri dari syarat kumulatif dan/atau syarat 
alternatif, diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 
No. 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi: 

1) Syarat kumulatif terdiri atas: 
a) Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari 

Pemerintah RI; 
b) Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau 

pengangkutan di WPPRI; dan 
c) Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak 

kapal warga negara asing. 
2) Syarat alternatif terdiri atas: 

a) Kapal perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak 
memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau 

b) Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan 
untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan 
pertimbangan: 
1) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran 

dan/atau kepentingan karantina; 
2) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah 

penyakit menular dan/atau bahan beracun dan 
berbahaya; 

3) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan 
untuk diadhoc/dikawal ke pelabuhan terdekat; 
dan/atau 

4) Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi. 
Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih 

dahulu melakukan evaluasi ABK, menginventarisasi semua 
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perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, 
menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. 

Berkaitan dengan prosedur Tindakan Khusus Pasal 9 
Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 menjelaskan sebagai berikut: 

a. Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran 
dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas 
Perikanan wajib melaporkan kepada Dirjen hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Nama kapal; 
2) Posisi perairan dan koordinat kapal; 
3) Asal kapal dan bendera kebangsaan; 
4) Kewarganegaraan awak kapal; 
5) Dugaan pelanggaran; dan 
6) Barang bukti. 

b. Bentuk laporan yang dimaksud berupa lisan melalui telepon 
satelit atau melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. 
Tindakan khusus ini dapat dilaksanakan setelah mendapat 
persetujuan dari Dirjen. 
 
Sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, 

nakhoda kapal pengawas perikanan melakukan tindakan berupa: 
a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk 

meninggalkan kapal; 
b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan 

berbendera asing; 
c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing 

yang akan dikenakan tindakan khusus; 
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d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera 
digital maupun audio visual/video; dan 

e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau 
tenggelam pada jurnal kapal. 
Setelah proses itu selesai, cara pembakaran dan/atau 

penenggelaman dilakukan berupa: 
a. menentukan jarak tembak yang aman dengan 

memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan 
keselamatan; 

b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran 
dan/atau penenggelaman; dan/atau 

c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat 
terbakar dan tenggelam. 

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman 
dapat dilaksanakan di ZEEI apabila syarat subyektif dalam Pasal 7 
Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 sudah terpenuhi. 

Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 memuat persyaratan 
yang sifatnya ketat. Dalam Peraturan Dirjen tersebut tindakan 
khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing merupakan 
upaya terakhir dengan banyak pertimbangan seperti tidak 
memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Selain itu, 
Peraturan juga mengatur tindakan yang harus dilakukan PPNS 
dan/atau Pengawas Perikanan sebelum dan setelah tindakan khusus 
dilakukan. Namun demikian, Peraturan tersebut hanya merupakan 
Peraturan Dirjen yang lingkup berlakunya terbatas. Padahal, 
tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas, 

35 
 

sehingga mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur 
dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. 

 
V. Penutup 

A. Kesimpulan 

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau 
penenggelaman kapal yang berbendera asing (KIA), yang diduga 
telah melakukan tindak pidana dalam wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia, oleh PPNS Perikanan dan/atau pengawas 
perikanan telah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009. Penenggelaman 
KIA dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atau tertangkap 
tangan. 
 Dalam pelaksanaan UU tersebut, aparat penegak hukum 
menyetujui adanya sanksi penenggelaman kapal, namun ada yang 
berpendapat sebaiknya pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal 
dilakukan setelah perkara tersebut mendapatkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan tetap (inkracht). Hal tersebut guna 
menghindari gugatan di kemudian hari. Selain itu, hakim tidak 
mempunyai pedoman untuk menentukan tindakan yang perlu 
diambil terhadap KIA yang telah digunakan sebagai alat untuk 
melakukan tindak pidana.  
 Pengaturan dalam UU belum mengatur syarat-syarat dan 
prosedur pelaksanaan penenggelaman kapal. Selama ini pelaksanaan 
penenggelaman kapal mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 
Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-
DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan 
Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Peraturan 
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Dirjen tersebut memuat persyaratan yang sifatnya ketat, antara lain 
tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing 
merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi, seperti kapal tidak memungkinkan 
untuk dibawa ke pelabuhan terdekat.  
 
B. Saran 

 Pelaksanaan penenggelaman kapal hanya Peraturan Dirjen, 
padahal tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang 
luas. Oleh karena itu, mengenai persyaratan dan prosedur 
seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan 
menteri. Selain itu, perlu diatur pedoman bagi hakim untuk 
menentukan tindakan yang dilakukan terhadap kapal yang telah 
digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku  

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 

Ariadno, Melda Kamil, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, 
Media, Jakarta, 2007. 

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra
 Aditya Bakti, 2002. 

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, Cetakan ke-5, 2009. 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.I, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 

Nikijuluw, Victor P.H., Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue 
Water Crime, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2008. 

Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, 
Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. 

Reksodipuro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana 
Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi 
Universitas Indonesia, 1997. 

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.  

--------------------, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2010.  

Sukardi, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan 
Pidana di luar KUHP), Jakarta: Restu Agung, 2009. 

 

HAL 177-217 OK.indd   212 25/01/2017   10:39:07



212 213Operasionalisasi Sanksi
36 

 

Dirjen tersebut memuat persyaratan yang sifatnya ketat, antara lain 
tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing 
merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi, seperti kapal tidak memungkinkan 
untuk dibawa ke pelabuhan terdekat.  
 
B. Saran 

 Pelaksanaan penenggelaman kapal hanya Peraturan Dirjen, 
padahal tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang 
luas. Oleh karena itu, mengenai persyaratan dan prosedur 
seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan 
menteri. Selain itu, perlu diatur pedoman bagi hakim untuk 
menentukan tindakan yang dilakukan terhadap kapal yang telah 
digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku  

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 

Ariadno, Melda Kamil, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, 
Media, Jakarta, 2007. 

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra
 Aditya Bakti, 2002. 

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, Cetakan ke-5, 2009. 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.I, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 

Nikijuluw, Victor P.H., Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue 
Water Crime, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2008. 

Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, 
Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. 

Reksodipuro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana 
Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi 
Universitas Indonesia, 1997. 

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.  

--------------------, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2010.  

Sukardi, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan 
Pidana di luar KUHP), Jakarta: Restu Agung, 2009. 

 

HAL 177-217 OK.indd   213 25/01/2017   10:39:07



214 215Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan
38 

 

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu 
Pengantar), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.  

Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang 
Perikanan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
 Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia. 

Internet 

“Illegal Fishing: Sulut Rugi Rp7 Triliun”, 
http://www.sindomanado.com/read/2014/12/10/1079/ille
gal-fishing-sulut-rugi-rp7-triliun.html, diakses pada 15 
Januari 2015. 

“Indonesia Tambah Pengadilan Perikanan”, 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12
/141211_indonesia_pengadilan_perikanan, diakses pada 15 
Januari 2015. 

“International Plan of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, 
Unreported And Unregulated Fishing”, dalam 
http://www.fao.org/, diakses pada 1 Oktober 2015. 

 “Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Terus 
Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing”, 
file:///E:/penelitian%20tim%20perikanan%20%2715/JAGA
%20KELESTARIAN%20SUMBER%20 
DAYA%20KELAUTAN%20DAN%20PERIKANAN,%20KKP%2
0TERUS%20BERANTAS%20ILLEGAL%20FISHING%20DAN
%20DESTRUCTIVE%20FISHING%20%E2%80%A2%20Info
%20Media%20%E2%80%A2%20PSDKP%20%20Direktorat

39 
 

%20Jenderal%20Pengawasan%20Sumberdaya%20Kelautan
%20dan%20Perikanan.htm, diakses pada 26 Januari 2015. 

 “Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Tenggelamkan, Baru Ada 
Kapal yang Tenggelam”, http://nasional.kompas.com 
/read/2014/12/18/12590591/Jokowi.Saya.Sampai.Tiga.Kali.
Perintah. Tenggelamkan.Baru.Ada.Kapal.yang.Tenggelam, 
diakses pada 15 Januari 2015. 

“Kapolda Sulut Juga Tenggelamkan 3 Kapal Filipina”, 
http://idmanado.co/read/2014/kapolda-sulut-juga-
tenggelamkan-3-kapal-filipina/,  diakses pada 15 Januari 
2015. 

“Menteri Susi: Kami Masih Deteksi Kapal Ilegal dari Cina”, 
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/1
2/18/ngs71b-menteri-susi-kami-masih-deteksi-kapal-ilegal-
dari-cina, diakses pada 15 Januari 2015. 

“Susi: "Illegal Fishing" Rugikan Negara Rp 300 Triliun Per Tahun”,  
http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/27642
11/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-
triliun, diakses pada 15 Januari 2015. 

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum (Makalah)”, 
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_H
ukum.pdf, diakses pada 15 Januari 2015. 

Suhardi, Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal 
Fishing) Di Indonesia, dalam http://mukhtar-
api.blogspot.co.id, diakses pada 7 Oktober 2015. 

Rokhmin Dahuri., Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing., Sumber: 
Majalah Samudera Mei 2012,  dalam 
http://rokhmindahuri.info/,  diakses pada 1 Oktober 2015. 

“Hikmahanto: Dua Cara Penenggelaman Kapal Asing”, 
https://m.tempo.co/read/news/2014/12/06/078626756/hi
kmahanto-dua-cara-penenggelaman-kapal-asing, diakses 
pada 15 Januari 2015. 

 

HAL 177-217 OK.indd   214 25/01/2017   10:39:07



214 215Operasionalisasi Sanksi
38 

 

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu 
Pengantar), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.  

Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang 
Perikanan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
 Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia. 

Internet 

“Illegal Fishing: Sulut Rugi Rp7 Triliun”, 
http://www.sindomanado.com/read/2014/12/10/1079/ille
gal-fishing-sulut-rugi-rp7-triliun.html, diakses pada 15 
Januari 2015. 

“Indonesia Tambah Pengadilan Perikanan”, 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12
/141211_indonesia_pengadilan_perikanan, diakses pada 15 
Januari 2015. 

“International Plan of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, 
Unreported And Unregulated Fishing”, dalam 
http://www.fao.org/, diakses pada 1 Oktober 2015. 

 “Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Terus 
Berantas Illegal Fishing dan Destructive Fishing”, 
file:///E:/penelitian%20tim%20perikanan%20%2715/JAGA
%20KELESTARIAN%20SUMBER%20 
DAYA%20KELAUTAN%20DAN%20PERIKANAN,%20KKP%2
0TERUS%20BERANTAS%20ILLEGAL%20FISHING%20DAN
%20DESTRUCTIVE%20FISHING%20%E2%80%A2%20Info
%20Media%20%E2%80%A2%20PSDKP%20%20Direktorat

39 
 

%20Jenderal%20Pengawasan%20Sumberdaya%20Kelautan
%20dan%20Perikanan.htm, diakses pada 26 Januari 2015. 

 “Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Tenggelamkan, Baru Ada 
Kapal yang Tenggelam”, http://nasional.kompas.com 
/read/2014/12/18/12590591/Jokowi.Saya.Sampai.Tiga.Kali.
Perintah. Tenggelamkan.Baru.Ada.Kapal.yang.Tenggelam, 
diakses pada 15 Januari 2015. 

“Kapolda Sulut Juga Tenggelamkan 3 Kapal Filipina”, 
http://idmanado.co/read/2014/kapolda-sulut-juga-
tenggelamkan-3-kapal-filipina/,  diakses pada 15 Januari 
2015. 

“Menteri Susi: Kami Masih Deteksi Kapal Ilegal dari Cina”, 
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/1
2/18/ngs71b-menteri-susi-kami-masih-deteksi-kapal-ilegal-
dari-cina, diakses pada 15 Januari 2015. 

“Susi: "Illegal Fishing" Rugikan Negara Rp 300 Triliun Per Tahun”,  
http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/27642
11/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-
triliun, diakses pada 15 Januari 2015. 

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum (Makalah)”, 
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_H
ukum.pdf, diakses pada 15 Januari 2015. 

Suhardi, Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal 
Fishing) Di Indonesia, dalam http://mukhtar-
api.blogspot.co.id, diakses pada 7 Oktober 2015. 

Rokhmin Dahuri., Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing., Sumber: 
Majalah Samudera Mei 2012,  dalam 
http://rokhmindahuri.info/,  diakses pada 1 Oktober 2015. 

“Hikmahanto: Dua Cara Penenggelaman Kapal Asing”, 
https://m.tempo.co/read/news/2014/12/06/078626756/hi
kmahanto-dua-cara-penenggelaman-kapal-asing, diakses 
pada 15 Januari 2015. 

 

HAL 177-217 OK.indd   215 25/01/2017   10:39:08



216 217Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan
40 

 

“Hikmahanto: Penenggelaman Kapal Tak Akan Perburuk Hubungan 
Antarnegara”, http://nasional.kompas.com/read/2014/12 
/05/1118020/Hikmahanto.Penenggelaman.Kapal.Tak.Akan. 
Perburuk.Hubungan.Antarnegara, diakses pada 15 Januari 
2016. 

“Angkatan Laut RI tenggelamkan kapal asing”, 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/
141205_indonesia_kapal_asing, diakses pada 15 Januari 
2015. 

Faried Harianto, “Dinamika Hukum Di laut Dalam Perspektif Hukum 
Acara Pidana”, Workshop Penegakan Hukum di Laut, 
Surabaya, 28 Januari 2015. 

file:///C:/Users/VAIO?Documents/Pelaksanaan%20Tindakan%20K
husus%20thd%20Kapal.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2016. 

Pasili, “Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan Illegal 
Fishing di ZEEI”. 

Lain-lain 

Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal 
Perikanan Berbendera Asing. 

 
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara Dalam 

Angka 2014”, Manado: Badan Pusat Statistik Provinsi 
Sulawesi Utara, 2014.  

 
FAO- IUU Fishing dalam Code of Conduct for Responsible

 Fisheries,1995. 

Burhanudin, Asep. Power Points disampaikan dalam Focus Group 
Discussion Pembuatan Proposal, yang diadakan dalam rangka 
Penelitian Tim Hukum tentang “Penegakan Hukum Tindak 
Pidana di Bidang Perikanan”, 23 Februari 2015. 

41 
 

Usmawadi Umar, Seminar Nasional dengan tema “30 Tahun Konvensi 
Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi 
Kelautan Indonesia”, Palembang 13 November 2012 kerja 
sama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu 
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. 

 
 
 
 
 

 
 

HAL 177-217 OK.indd   216 25/01/2017   10:39:08



216 217Operasionalisasi Sanksi
40 

 

“Hikmahanto: Penenggelaman Kapal Tak Akan Perburuk Hubungan 
Antarnegara”, http://nasional.kompas.com/read/2014/12 
/05/1118020/Hikmahanto.Penenggelaman.Kapal.Tak.Akan. 
Perburuk.Hubungan.Antarnegara, diakses pada 15 Januari 
2016. 

“Angkatan Laut RI tenggelamkan kapal asing”, 
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/
141205_indonesia_kapal_asing, diakses pada 15 Januari 
2015. 

Faried Harianto, “Dinamika Hukum Di laut Dalam Perspektif Hukum 
Acara Pidana”, Workshop Penegakan Hukum di Laut, 
Surabaya, 28 Januari 2015. 

file:///C:/Users/VAIO?Documents/Pelaksanaan%20Tindakan%20K
husus%20thd%20Kapal.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2016. 

Pasili, “Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan Illegal 
Fishing di ZEEI”. 

Lain-lain 

Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal 
Perikanan Berbendera Asing. 

 
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara Dalam 

Angka 2014”, Manado: Badan Pusat Statistik Provinsi 
Sulawesi Utara, 2014.  

 
FAO- IUU Fishing dalam Code of Conduct for Responsible

 Fisheries,1995. 

Burhanudin, Asep. Power Points disampaikan dalam Focus Group 
Discussion Pembuatan Proposal, yang diadakan dalam rangka 
Penelitian Tim Hukum tentang “Penegakan Hukum Tindak 
Pidana di Bidang Perikanan”, 23 Februari 2015. 

41 
 

Usmawadi Umar, Seminar Nasional dengan tema “30 Tahun Konvensi 
Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi 
Kelautan Indonesia”, Palembang 13 November 2012 kerja 
sama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu 
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. 

 
 
 
 
 

 
 

HAL 177-217 OK.indd   217 25/01/2017   10:39:08



130

hal 129-176 OK.indd   130 25/01/2017   10:27:37



131Illegal Fishing

illegal fishing

Illegal Fishing

hal 129-176 OK.indd   131 25/01/2017   10:27:38



132

(illegal fishing)

Illegal fishing

illegal fishing

dari illegal fishing

overfishing, 

overcapacity

Illegal fishing

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) Illegal

Kompas,

hal 129-176 OK.indd   132 25/01/2017   10:27:38



133Illegal Fishing

illegal fishing 

illegal fishing

illegal 

fishing

illegal fishing

hal 129-176 OK.indd   133 25/01/2017   10:27:38



134

II.  Tindak Pidana Illegal Fishing 

Illegal fishing

fishing

illegal

illegal fishing

illegal fishing

illegal fishing International Plan of Action 

(IPOA) Food and Agriculture Organization of 

the United Nations Code of 

Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)

Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, 

Kamus Hukum Indonesia

op.cit

hal 129-176 OK.indd   134 25/01/2017   10:27:39



135Illegal Fishing

illegal fishing Illegal, Unreported Unregulated 

Fishing (IUU Fishing

illegal fishing

 

(activities conducted by national 

or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, 

without permission of that state, or in contravention of its laws and 

regulation).

 

Regional Fisheries 

Management Organization (RFMO

(activities conducted by vessels flying the flag of states that are 

parties to a relevant regional fisheries management organization 

but operate in contravention of the conservation and management 

measures adopted by the organization and by which states are 

bound, or relevant provisions of the applicable international law).

Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di 
Wilayah Perairan Indonesia,

hal 129-176 OK.indd   135 25/01/2017   10:27:39



136

 

(activities in violation of national laws or international obligations, 

including those undertaken by cooperating stares to a relevant 

Regional Fisheries Management Organization).

illegal fishing

illegal fishing

illegal fishing

illegal fishing 

 illegal fishing

hal 129-176 OK.indd   136 25/01/2017   10:27:39



137Illegal Fishing

Illegal Fishing

Sumber: Lantamal IV Tanjung Pinang 

 

hal 129-176 OK.indd   137 25/01/2017   10:27:39



138

 

hal 129-176 OK.indd   138 25/01/2017   10:27:40



139Illegal Fishing

illegal fishing

illegal fishing

illegal fishing

illegal 

fishing

Kompas,
Illegal Fishing ,

hal 129-176 OK.indd   139 25/01/2017   10:27:40



140

illegal fishing

illegal fishing 

illegal 

fishing Pertama semi-

legal

illegal fishing

Flag of 

Convenience Kedua illegal,

Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di 
Indonesia

hal 129-176 OK.indd   140 25/01/2017   10:27:40



141Illegal Fishing

illegal fishing

 

 

 

illegal fishing 

illegal fishing

fishing ground port of call; 

Deletion Certificate, Bill od 

sale Transhipment

double flagging

Ibid.

Focus Group Discussion

hal 129-176 OK.indd   141 25/01/2017   10:27:41



142

illegal fishing

illegal fishing

legal  

illegal

Fishing ground

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) Illegal, 
op.cit.  

hal 129-176 OK.indd   142 25/01/2017   10:27:41



143Illegal Fishing

III.  Pemberantasan Illegal Fishing 

(sustainable fisheries) 

iIllegal fishing

illegal fishing 

 

 

 

 

 

 

illegal 

fishing

 op.cit.  

hal 129-176 OK.indd   143 25/01/2017   10:27:41



144

hal 129-176 OK.indd   144 25/01/2017   10:27:41



145Illegal Fishing

illegal fishing

illegal 

fishing,

illegal fishing 

. 

op.cit. 
Illegal Fishing

hal 129-176 OK.indd   145 25/01/2017   10:27:42



146

illegal fishing

 vergeldingstheorie).

 (doeltheorie).

a. 

spesiale preventif)

generale preventif). 

 

 

 teleologis

Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan,

hal 129-176 OK.indd   146 25/01/2017   10:27:42



147Illegal Fishing

illegal fishing 

illegal fishing

illegal fishing

teleologis illegal 

fishing 

illegal fishing

illegal fishing

illegal fishing

illegal fishing

hal 129-176 OK.indd   147 25/01/2017   10:27:42



148

illegal fishing

moratorium

Moratorium 

op.cit.
Illegal

hal 129-176 OK.indd   148 25/01/2017   10:27:43



149Illegal Fishing

illegal fishing

moratorium

illegal fishing

transhipment

IV. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri 

Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi 

Utara 

A. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri 

Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau  

Kompas

hal 129-176 OK.indd   149 25/01/2017   10:27:43



150

illegal fishing

capture

marine fisheries

Kepulauan Riau dalam Angka 
2014

Focus Group Discussion

hal 129-176 OK.indd   150 25/01/2017   10:27:43



151Illegal Fishing

, Executive Summary
Studi Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Kepulauan Riau, 

Kepulauan Riau dalam Angka 
2014, op.cit., 

hal 129-176 OK.indd   151 25/01/2017   10:27:43



152

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan 

Riau dalam Angka, 2014. 

purse seine

hal 129-176 OK.indd   152 25/01/2017   10:27:44



153Illegal Fishing

drift gillnet

, Executive Summary Studi 
Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
op.cit
Ibid
Ibid

hal 129-176 OK.indd   153 25/01/2017   10:27:44



154

home industry 

Ibid. 
Focus 

Group Discussion Illegal Fishing

Ibid. 

hal 129-176 OK.indd   154 25/01/2017   10:27:44



155Illegal Fishing

financing

, Executive Summary Studi 
Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
op.cit
Ibid.

op.cit.

hal 129-176 OK.indd   155 25/01/2017   10:27:45



156

 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri 

Pengolahan Ikan di Provinsi Sulawesi Utara 

processing

Ibid.

hal 129-176 OK.indd   156 25/01/2017   10:27:45



157Illegal Fishing

Sulawesi Utara Dalam Angka 
2014
Log.cit.

hal 129-176 OK.indd   157 25/01/2017   10:27:45



158

V. Dampak Pemberantasan Illegal Fishing terhadap Industri 

Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi 

Utara 

illegal fishing

op.cit
Sulawesi Utara Dalam Angka 2014

op.cit.

hal 129-176 OK.indd   158 25/01/2017   10:27:46



159Illegal Fishing

illegal fishing

illegal fishing

illegal fishing

illegal 

fishing

Rangkuman Intisari Ilmu Hukum

Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Ibid.

hal 129-176 OK.indd   159 25/01/2017   10:27:46



160

illegal fishing

transhipment 

illegal fishing 

transhipment 

transhipment 

transhipment 

hal 129-176 OK.indd   160 25/01/2017   10:27:46



161Illegal Fishing

transhipment, moratorium 

Moratorium 

Moratorium 

illegal fishing

hal 129-176 OK.indd   161 25/01/2017   10:27:46



162

Manager Quality

moratorium 

transhipment

transhipment moratorium

shut down

maintenance

op.cit 
Manager Quality

hal 129-176 OK.indd   162 25/01/2017   10:27:47



163Illegal Fishing

Market

Middle East

complain 

(buyer)

(shipment

buyer 

supplier 

Ibid.
Ibid. 

hal 129-176 OK.indd   163 25/01/2017   10:27:47



164

Ibid.

hal 129-176 OK.indd   164 25/01/2017   10:27:48



165Illegal Fishing

feeding the world

illegal fishing 

home industry)

Kompas, 

hal 129-176 OK.indd   165 25/01/2017   10:27:48



166

financing

financing

Focus 
Group Discussion Illegal Fishing, op.cit. 

hal 129-176 OK.indd   166 25/01/2017   10:27:48



167Illegal Fishing

illegal fishing 

transhipment

illegal fishing, 

transhipment

illegal fishing 

transhipment

hal 129-176 OK.indd   167 25/01/2017   10:27:49



168

transhipment Vessel 

Monitoring System

independent  

(observer on board)

observer on board

observer 

observer

observer

observer 

observer

observer observer on board 

observer

observer

transhipment

op.cit.  

hal 129-176 OK.indd   168 25/01/2017   10:27:49



169Illegal Fishing

transhipment, moratorium

Moratorium clean and clear

illegal 

Moratorium

screening

screening 

 illegal fishing

VI.   Penutup 

A.  Kesimpulan 

illegal fishing

illegal 

fishing transhipment

illegal fishing

illegal fishing

hal 129-176 OK.indd   169 25/01/2017   10:27:49



170

illegal fishing

illegal fishing

Transhipment

B. Saran 

illegal fishing

illegal fishing

hal 129-176 OK.indd   170 25/01/2017   10:27:50



171Illegal Fishing

 

 

hal 129-176 OK.indd   171 25/01/2017   10:27:50



172

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Buku 

Focus Group Discussion

Kepulauan Riau 
dalam Angka 2014.

Sulawesi Utara 
Dalam Angka 2014

Kamus Hukum Indonesia.

 
Executive Summary Studi Identifikasi Potensi 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan 

Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di 
Bidang Perikanan.

Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-
Inggris.

hal 129-176 OK.indd   172 25/01/2017   10:27:50



173Illegal Fishing

Illegal Fishing Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia.

Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. 

Focus Group Discussion

Focus Group Discussioan

Surat Kabar 

Kompas,

Kompas,

Kompas

Kompas, 

hal 129-176 OK.indd   173 25/01/2017   10:27:51



174

Internet 

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)

Illegal Fishing ,

 

Illegal Fishing

Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan 
(Illegal Fishing) Di Indonesia

hal 129-176 OK.indd   174 25/01/2017   10:27:51



175Illegal Fishing

Peraturan Perundang-undangan 

hal 129-176 OK.indd   175 25/01/2017   10:27:52



176

hal 129-176 OK.indd   176 25/01/2017   10:27:52



218 219Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan
1 

 

EPILOG 

Kegiatan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing)  

yang terjadi di laut Indonesia semakin menghawatirkan.  Meskipun 

telah banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 

terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan, pada 

kenyataannya kasus illegal fishing masih marak. Karena kerugian 

negara yang begitu besar, diperlukan peran semua pihak dalam 

pemberantasannya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini 

sejalan dengan rencana pembangunan di sektor maritim yang 

merupakan prioritas pemerintahannya. Keseriusan pemerintah 

dalam pemberantasan illegal fishing ditunjukkan dengan adanya 

operasi pemberantasan illegal fishing secara besar-besaran dan 

melibatkan beberapa lembaga terkait, yakni TNI AL, Kepolisian, 

Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) yang berada di bawah koordinasi Kementerian 

Koordinator bidang Kemaritiman dan kendali Bakamla.  

Dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan,  

kewenangan penyidikan oleh Polri, KKP, dan TNI AL dapat dilakukan 

bersamaan, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh perbedaan 

objek penyidikan yaitu batasan wilayah laut. Polri hanya dapat 

melakukan kewenangan penyidikan jika sebuah tindak pidana 

perikanan terjadi dalam radius 12 mil laut yang mana batasan 

wilayah tersebut merupakan wilayah laut teritorial Indonesia. 

Sedangkan TNI AL kewenangan penyidikan terhadap Tindak Pidana 
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Perikanan (TPP) yang dimilikinya hanya terbatas pada wilayah ZEE 

atau wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. 

Berbeda dengan dua institusi lain, KKP dapat melakukan 

kewenangan penyidikan baik di wilayah laut teritorial Indonesia dan 

di wilayah ZEEI. Namun demikian, apabila kewenangan penyidikan 

dijalankan sesuai dengan aspek-aspek dari keabsahan tindakan 

pemerintahan, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-

undang; dijalankan sesuai dengan batasan yang diberikan undang-

undang; dan hanya menjalankan wewenang yang diatur dalam 

undang-undang terkait dengan tindakan apa yang dapat dilakukan 

ketika melakukan penyidikan maka kewenangan penyidikan 

terhadap TPP yang dimiliki oleh Polri, TNI AL, dan KKP memiliki 

kekuatan sah di mata hukum. Disisi lain, kewenangan penyidikan 

oleh Polri, TNI AL dan KKP dalam pelaksanaannya berpotensi 

menimbulkan sengketa kewenangan, sehingga membutuhkan 

koordinasi untuk menekan potensi tersebut. Saat ini telah dibentuk 

dua jalur koordinasi yaitu FKPPT yang dibentuk berdasarkan Piagam 

kesepakatan bersama penanganan tindak pidana perikanan  dan 

Satgas Illegal Fishing yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 

Tahun 2015.  

Selain itu, implementasi kewenangan Pengadilan Perikanan 

dapat dikatakan belum optimal. Terdapat beberapa hambatan yang 

terjadi di lapangan, salah satu yang krusial terkait dengan jarak 

tempuh yang jauh antara Pengadilan Perikanan yang ada dengan 

lokasi penangkapan pelaku tindak pidana perikanan. Hal ini 

berimplikasi pada disidangnya kasus-kasus perikanan di Pengadilan 

Negeri. Sidang kasus perikanan di Pengadilan Negeri memiliki 

3 
 

kekurangan di antaranya minimnya hakim karir yang telah 

bersertifikat hukum perikanan, serta tidak adanya hakim ad hoc 

perikanan. Hambatan lain yakni dalam praktik pemeriksaan di 

pengadilan, hakim pengadilan perikanan menghadapi persoalan 

bahasa dalam berkomunikasi. Pelaku tindak pidana perikanan kerap 

kali merupakan warga negara asing, yang berasal dari Vietnam, 

Myanmar, Filipina, dan Thailand. Juru bahasa yang dihadirkan di 

persidangan sering kurang baik dalam menerjemahkan hal yang 

berkaitan dengan hukum dan perikanan, penerjemah mengalami 

kesulitan dalam menerjemahkan bahasa yang dikemukakan oleh 

hakim. Dengan demikian, pembenahan penegakan hukum tindak 

pidana perikanan oleh Pengadilan Perikanan harus dilakukan secara 

komprehensif. Khususnya terhadap hakim, baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas harus ditingkatkan. Selanjutnya faktor sarana dan 

fasilitas hakim, terutama hakim ad hoc yang dirasakan masih ada 

perbedaan fasilitas jika dibandingkan dengan hakim karir yang 

berstatus pejabat negara. Kebutuhan akan tenaga profesional bahasa 

(ahli bahasa) sangat dirasakan selama ini. Oleh karena itu, kerja sama 

dengan instansi lain juga sangat diperlukan. Selain hakim,  faktor 

masyarakat dan kebudayaan juga sangat diperlukan. Peran serta 

masyarakat sangat krusial dalam memberantas tindak pidana bidang 

perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Sosialisasi oleh penegak 

hukum sangat diperlukan untuk menjadi trigger dalam hal ini. 

Kebudayaan juga menjadi kunci dalam penegakan hukum tindak 

pidana perikanan. Selain masyarakatnya harus berbudaya (memiliki 

nilai-nilai hukum), juga harus membudayakan diri untuk taat hukum. 
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illegal fishing, dan penenggelaman kapal. Pada tataran empiris upaya 

pemerintah untuk memberantas illegal fishing tersebut membawa 

dampak pada industri pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara. 

Industri pengolahan ikan di Provinsi tersebut mengalami penurunan 

karena kekurangan persediaan bahan baku ikan sehingga terancam 

bangkrut. Kondisi ini berdampak pada bidang ketenagakerjaan, yaitu 

terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan 

pengangguran dan kemiskinan. Namun hal ini berbeda dengan yang 

terjadi di daerah lain, pemberantasan illegal fishing di Provinsi 

Kepulauan Riau tidak membawa dampak yang cukup signifikan pada 

industri pengolahan ikan. Pasokan bahan baku ikan untuk industri 

pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau masih mencukupi 

karena usaha tersebut masih bersifat sederhana (belum pabrikan) 

sehingga pasokan bahan baku ikan yang diperlukan tidak sebesar 

yang dibutuhkan industri pengolahan ikan yang ada di Provinsi 

Sulawesi Utara. Meskipun industri pengolahan ikan tidak terkena 

dampak, pemberantasan illegal fishing di Provinsi Kepulauan Riau 
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melalui putusan pengadilan atau tertangkap tangan. Penenggelaman 

kapal karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana di bidang 

perikanan dalam WPPRI dilakukan berdasarkan bukti permulaan 

yang cukup. KIA tersebut merupakan salah satu barang bukti karena 

telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di 

bidang perikanan. Tindakan KIA yang melakukan penangkapan ikan 

tanpa izin di WPPRI merupakan ancaman serius bagi negara dan 

bangsa Indonesia, yang memiliki hak berdaulat (sovereign rights) 

untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber 

daya ikan di ZEEI dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan 

persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, 

tindakan penenggelaman kapal oleh Pemerintah Indonesia tidak 

bertentangan dengan ketentuan Internasional. Selain itu, dalam 

pelaksanaan UU, aparat penegak hukum menyetujui adanya sanksi 

penenggelaman kapal, namun ada yang berpendapat sebaiknya 

pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal dilakukan setelah perkara 

tersebut mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap 

(inkracht). Hal tersebut guna menghindari gugatan di kemudian hari. 

Untuk itu, perlu diatur pedoman bagi hakim dalam menentukan 

tindakan yang dilakukan terhadap kapal yang telah digunakan 

sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Selama ini pelaksanaan 

penenggelaman kapal mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 

Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-

DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan 

Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Peraturan 

Dirjen tersebut memuat persyaratan yang sifatnya ketat, antara lain 

tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing 

7 
 

merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan dan syarat-

syarat yang harus dipenuhi, seperti kapal tidak memungkinkan 

untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Namun demikian, Peraturan 

tersebut hanya merupakan Peraturan Dirjen, padahal tindakan 

penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas, sehingga 

mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan 

peraturan pemerintah atau peraturan menteri. 
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